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Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional
JI. Jend. Sudirman Pintu Satu Senayan
Tromol Pos 190
Jakarta 10002
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 193/D/T/2009 tentang Dispensasi Pajak
atas Beasiswa tanggal 12 Februari 2009 dan Nomor: 419/D/T/2009 tanggal 27 Maret 2009,
dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam surat tersebut Saudara menyampaikan:

a. Sehubungan dengan Kegiatan Penmgkatan Mutu Perguruan Tinggi, Direktorat Jenderal
Pendidikan Tlnggl Departemen Pendidikan Nasional melaksanakan ~pemberian
beasiswa pascasarjana (S2/S3) baik di dalam dan di luar negeri bagi dosen.

b. Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) No. 0148.0/023-04.1/-/2009
tanggal 31 Desember 2008 dan berkaitan dengan Peraturan Menteri Keuangan
No.246/PMK.03/2008 tentang Beasiswa yang dikecualikan dari objek pajak (Pasal 1
ayat (1)), sehingga pemberian beasiswa pascasarjana (82/S3) Luar Negeri mengalami
kendala dikarenakan tetap dikenakan pajak.

c. Berkenaan dengan hal tersebut, Dirjen Dikti mohon dlspensaSI untuk pemberian
beasiswa ke luar negeri tersebut di atas dapat diperlakukan sama dengan beasiswa
dalam negeri,- mengingat standar beasiswa yang mencakup biaya pendidikan yang
dibayarkan ke sekolah (tuition fee), biaya ujian, biaya penelitian yang berkaitan dengan
bidang studi yang diambil, biaya untuk pembelian buku, dan biaya hidup yang wajar
merupakan perhitungan standar blaya mlnlmal yang disesuaikan dengan masmg-
masing negara tujuan. : A : . wns Py

2. Ketentuan terkait: o :

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -Undang Nomor 36 Tahun 2008, antara
lain mengatur:

1) Pasal 4 ayat (3) huruf I, Yang dlkecuallkan darl objek pajak adalah beasiswa yang
memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2) Pasal 21 ayat (1) huruf b, Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan
pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang
diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh
bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah honorarium, tunjangan, dan
pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan









